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: 

a. bahwa Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis 

jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah, maka informasi 

Jabatan adalah sebagai informasi tentang data-data 

Jabatan dan sebagai Instrumen yang digunakan oleh 

manajemen dalam rangka pembinaan di bidang 

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan 

kediklatan; 

b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan 

diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan 

berdaya guna secara maksimal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Informasi 

Jabatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;  

 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
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Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang 

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 

tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4332); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 

2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 

Pedoman  Analisis Jabatan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 

2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

483); 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis 

Jabatan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah 

Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 68); 

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah 

Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2017 Nomor 34); 
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M E M U T U S K A N: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG INFORMASI JABATAN 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN 

PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, 

Kecamatan dan Kelurahan. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. 

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah 

Laut. 

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi. 

11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

Menetapkan   : 
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memimpin suatu satuan organisasi pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan 

jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis 

sesuai dengan bidang keahlian.  

14. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data 

Jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur 

jabatan, formasi jabatan dan urusan jabatan (job 

description). 

 

 

BAB II 

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN 

 

Pasal 2 

 

Informasi Jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen 

dalam upaya pembinaan di bidang Kelembagaan, 

Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kediklatan. 

 

Pasal 3 

 

   Informasi Jabatan merupakan hasil analisis jabatan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pemegang jabatan 

struktural/non struktural guna meningkatkan kinerja 

organisasi. 

 

 

BAB III 

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN 

 

Pasal 4 

 

(1) Penyusunan Informasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta 

kebutuhan dan kemampuan Daerah. 

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

       Pasal 5 

 

(1)   Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua 

peraturan perundang-undangan yang setingkat dan 

mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

(2)   Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

             Ditetapkan di Pelaihari 

             pada tanggal 27 Desember 2017     

                                        

    BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

      H. BAMBANG ALAMSYAH 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Desember 2017  

                                                       

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

    

    H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 121 


